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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa
karena berkat rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan laporan
kinerja instansi pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto

Tahun 2018 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah dan menjalankan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto disusun
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan memperhatikan Surat
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 43/PR.03-
SD/01/8J/1/2019 tanggal 10 Januari 2019 perihal Penyampaian Dokumentasi Akuntabilitas
Kinerja Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Selain melakukan Penyusunan Laporan Kinerja, Komisi Pemilihan Umum Kota
Sawahlunto mendukung kinerja kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) dengan menjalankan proses reformasi birokrasi
tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian
kinerja dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, serta menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai
badan penyelenggara Pemilu yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan
maupun dalam penyelenggaraan pemilu. Pelaksanaan kinerja Komisi Pemilihan Umum
Kota Sawahlunto diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri
namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas

kepada masyarakat.
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Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto memiliki komitmen dan terus berupaya agar
pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil
capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto atas sasaran yang ditetapkan
secara umum dapat memenuhi secara target dan sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan. Melalui analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja tahun 2018
diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dapat
ditingkatkan dimasa yang akan datang serta mewujudkan visi Komisi Pemilihan Umum
yaitu : Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki integritas,
profesional, mandiri, transparan dan akuntabel demi tercapainya demokrasi Indonesia yang
berkualitas berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Sangat disadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan,
namun diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan
dan umpan balik bagi jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto untuk
meningkatkan kinerja di bagian masing-masing untuk masa yang akan datang,

Kami menghaturkan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang ikut membantu dan
mendukung laporan ini hingga dapat diselesaikan dengan baik.

Sawahlunto, 28 Januari 2019

. Komisi Pemilihan Umum
2~ Kota Sawahlunto

‘FADHLAN ARMEY
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keberadaan lembaga KPU dibentuk melalui Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E ayat (5) yang berbunyi “Pemilihan
Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional,
tetap dan mandiri”. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar ini melahirkan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagimana diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dalam Undang-Undang tersebut yang
dimaksud dengan KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Sedangkan yang
dimaksud dengan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di
Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaan fungsi kelembagaan tersebut, dilaksanakan dengan pembebanan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian/Lembaga.

Pembuatan LK ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, yang menyatakan setiap kementerian/lembaga untuk dapat
mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan kegiatan yang dibebankan

pada APBN/APBD.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dibebankan kepada APBN serta untuk melaksanakan asas keterbukaan,
akuntabilitas dan profesionalitas, KPU Kota Sawahlunto menyusun LK. Pada

Laporan ini dijelaskan mengenai capaian kinerja KPU Kota Sawahlunto Tahun
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2018 yang didasarkan kepada penetapan kinerja tahun 2018 yang dapat
memberikan gambaran tingkat kegagalan dan keberhasilan pencapaian kinerja
dalam satu tahun. Serta analisis terhadap capaian tersebut sebagai bahan

pertimbangan dalam membuat kebijakan untuk masa yang akan datang.

. KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN KPU KOTA SAWAHLUNTO

Kedudukan, tugas dan fungsi KPU Kota Sawahlunto didasarkan kepada Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

1. Kedudukan

Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota berkedudukan di pusat pemerintahan kota.

Lebih lanjut kedudukan KPU Kabupaten/Kota dijelaskan dalam Pasal 42 PKPU
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kab/Kota yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota merupakan bagian dari KPU
adalah penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Ibukota
Kabupaten/Kota.

2. Tugas dan Wewenang
Berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 19, tugas dan kewenangan KPU
Kabupaten/Kota meliputi :
(1) KPU Kabupaten/Kota bertugas:

a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;

b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh
PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan
memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan menetapkannya
sebagai daftar pemilih;

f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara

Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil
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Presiden, dan anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan
berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;

g.membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan
suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu
Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

h. mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai
dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota
yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

1. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan
oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan
dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

k.melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan

penyelenggaraan Pemilu; dan

l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU

Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

(2) KPU Kabupaten/Kota berwenang:

a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;

b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi perhitungan suara Pemilu
anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi suara dan
sertifikat rekapitulasi suara;

d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil
Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkanya;

e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara
anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang
mengakibatkan  terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu
berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan
Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan;dan

f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi,

dan/atau peraturan perundang-undangan.
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3. Kewajiban
Berdasarkan Pasal 20 KPU Kab/Kota berkewajiban:

a.
b.

C.

melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;

menyampaiakan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada
masyarakat

melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan
Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi,

mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan
penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU
Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan
pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik
Indonesia;

mengelola barang investaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu
kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusanya kepada
Bawaslu;

membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan
ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;

melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat
kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah
rekapitulasi di kabupaten/kota;

melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan
dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

melaksanakan putusan DKPP; dan

melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi

dan/atau peraturan perundang-undangan.

Page 4 of 56



Januari 28, 2019 LAPORAN KINERJA KPU KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang di KPU Kota Sawahlunto didukung dan

difasilitasi oleh sekretariat sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 85

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Tugas, kewenangan dan kewajiban Sekretariat KPU Kota diatur dalam Pasal 88

yang berbunyi :
(1)Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:

a.
b.

C.

membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;

memberikan dukungan teknis administratif;

membantu  pelaksanaan  tugas KPU  Kabupaten/Kota  dalam
menyelenggarakan Pemilu;

membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota
DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;

membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU
Kabupaten/Kota;

membantu  penyusunan laporan  penyelenggaraan  kegiatan  dan
pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan

membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

(2)Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:

a.

mengadakan dan  mendistribusikan  perlengkapan  penyelenggaraan
pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan
kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;

mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud
pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

(3)Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

a.
b.

C.

menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan

mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.
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(4)Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi
keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU
Kab/Kota, Sekretariat KPU Kab/Kota terdiri dari :

1. Sub Bag Program dan Anggaran

2. Sub Bag Teknis Pemilu dan HUPMAS

3. Sub Bag Hukum

4. Sub Bag Umum

C. STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabuapten/Kota, struktur organisasi pada Komisi Pemilihan

Umum Kota Sawahlunto Tahun 2018 dapat dijabarkan sebagai berikut :

KETUA
DIVISI SDM dan ParMas
AFDHAL, SE
DIVISI HUKUM DIVISI UMUM, "-; DIVISI DIVISI TEKNIS
AKHASWITA, SH KEUANGAN, DAN PERENCANAAN DAN DATA ZAWIL HUSAINI,
LOGISTIK INDRA YOSEF DATMY, SH S.Ag
DESY FARDILA, S.Pd, M.Pd

Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor
229/KPU-Prov-003/VIIl/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang penamaan dan
pembagian divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi
Pemilihan Umum Kota Sawahlunto melakukan pembagian divisi dan wakil divisi

yang dapat dijabarkan sebagai berikut :
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DIVISI
NAMA WILAYAH
KETUA WAKIL
Afdhal, SE SDM dan Partisipasi Perencanaan dan
Masyarakat Data
Akhaswita, SH Hukum Teknis Lembah Segar

Umum, Keuangan

Desy Fardila, S.Pd, M.P dan Logistik Hukum Barangin
Indra Yosef Dat SH Perencanaan dan SDM dan Partisipasi Silunekan
ndra atm
0s¢ Y, Data Masyarakat gkang

Umum, Keuangan

Talawi
dan Logistik atawt

Zawil Husaini, S.Ag Teknis

Pembagian tugas per divisi dapat dijabarkan sebagi berikut :
1. Divisi SDM dan ParMas, mempunyai tugas terkait kebijakan :
Administrasi dan rekrutmen kepegawaian;

Rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan Badan Ad-Hoc;

ISR

Diklat dan pengembangan SDM;

a o

Pengembangan Budaya Kerja Organisasi,
Penegakan Disiplin Organisasi;
Kampanye;

Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan;

=@ oo

Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;

— .

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2. Divisi Hukum, mempunyai tugas terkait kebijakan :

Pembuat rancangan keputusan;

ISR

Verifikasi partai politik;
Verifikasi DPD;

g 0

Pelaporan dana kampanye;
Telaah hukum;

Advokasi hukum,;
Sengketa hukum;

= @ om0

Dokumentasi hukum;

—

Pengawasan dan pengendalian internal.
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3. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik, mempunyai tugas terkait kebijakan :

o ®

& o

= @ oo

L.

Administrasi perkantoran;

Kearsipan;

Protocol dan persidangan;

Pengelolaan dan pelaporan BMN;

Kerumahtanggaan kantor;

Keamanan;

Pelaksanaan, penanggungjawab dan pelaporan keuangan;
Logistik;

Pengadaan barang dan jasa;

4. Divisi Perencanaan dan Data, mempunyai tugas terkait kebijakan :

a.
b.

C.

d.

c.

f.

Penyusunan program dan anggaran;

Pemutakhiran data pemilih;

Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilihan;
Pengelolaan jaringan IT;

Scan Hasil Pemilu;

Pelaporan dan Evaluasi Tahapan Pemilu.

5. Divisi Teknis, mempunyai tugas terkait kebijakan :

a.

b.

C.

Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;

Pencalonan,;

Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil
pemilu;

Penggantian antar waktu anggota DPRD Kota.

Dalam rangka memudahkan tugas ke KPU-an selain pembagian tugas perdivisi

sebagaimana dapat dilihat pada struktur organisasi di atas, juga dilakukan

pembagian tugas per wilayah di Kota Sawahlunto yang dapat dilihat pada tabel

berikut :
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Guniheioaniieyene s e Akhaswita. SH
Kecamatan Lembah Segar ’

Guneoa Rz o 7 awil Husaini. S. Ag
Kecamatan Talawi ’

* Indra Yosef Datmy, SH

e Desy Fardila, M.Pd

Dari segi fasilitas gedung yang berstatus masih pinjam pakai, KPU Kota
Sawahlunto telah mengadakan beberapa pertemuan dengan kepala daerah dalam
rangka penyediaan tanah untuk pembangunan KPU Kota Sawahlunto. Hingga saat
ini masih pada tahap komitmen pemerintah daerah untuk penyediaan sebidang

tanah.

Pada pertengahan tahun 2018 terjadi pergeseran pucuk pimpinan pada Keanggotaan
KPU Kota Sawahlunto disebabkan habisnya masa jabatan Anggota KPU Kota
Sawahlunto periode 2013 s.d 2018. Melalui rekrutmen keanggotaan KPU Kota
Sawahlunto yang dilaksanakan oleh KPU RI maka melalui Pengumuman KPU RI
Nomor 684/PP.06-Pu/05/KPU/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Penetapan
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pada Provinsi Sumatera Barat Periode
2018 — 2023 menetapkan Keanggotaan KPU Kota Sawahlunto atas nama :

1. Fadhlan Armey, S.Kom

2. Jasmadi, S.IP

3. Rika Arnelia SH

Berdasarkan hasil Judicial Review Mahakamah Konstitusi Nomor 31/PUU-
XVI1/2018 tanggal 23 Juli 2018, maka terjadi penambahan jumlah keanggotaan
KPU Kota Sawahlunto dari 3 (tiga) orang menjadi 5 (lima) orang melalui
pengumuman Nomor 1172/PP.06-Pu/05/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018

perihal Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
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periode 2018-2023 (Penambahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, menetapkan
penambahan Keanggotaan KPU Kota Sawahlunto atas nama :

1. Akhaswita, SH

2. Desy Fardila, M.Pd

Berikut struktur organisasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun

2018 s.d 2023.

=

Berdasarkan Surat KPU Nomor 1170/0ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2
Oktober 2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh
dan KPU/KIP Kab/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto melakukan

pembagian divisi dan wakil divisi yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

NAMA DIVISI
KETUA WAKIL
Fadhlan Armey, Divisi Keuangan, Umum, Divisi Teknis
S.Kom Logistik dan rumah Tangga Penyelenggara
Jasmadi, S.IP Divisi Teknis Penyelenggara | Divisi Perencanaan, Data
dan Informasi
Rika Arnelia, SH Divisi Perencanaan, Data dan Divisi Hukum dan
Informasi Pengawasan
Akhaswita, SH Divisi Hukum dan Divisi Sosialisasi,
Pengawasan Pendidikan Pemilih,
Partisipasi Masyarakat,
dan SDM
Desy Fardila, Divisi Sosialisasi, Pendidikan | Divisi Keuangan, Umum,
M.Pd Pemilih, Partisipasi Logistik dan rumah
Masyarakat, dan SDM Tangga
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Pembagian tugas per divisi dapat dijabarkan sebagai berikut :

DIVISI KOTA (5§ ANGGOTA)

URAIAN TUGAS

Divisi Keuangan, Umum, Logistik
dan Rumah Tangga (Ketua)

Kebijakan Dalam :

1.

Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan
dan Kearsipan;

Protokol dan Persidangan;

Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik
Negara;

Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan Keuangan;

Peresmian Keanggoaan dan Pelaksanan
Sumpah Janji;

Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa Serta
Distribusi Logistik Pemilu.

Divisi Teknis Penyelenggara

Kebijakan Dalam :

1.

6.
7.

Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi
Kursi;

Verifikasi Partai Politik dan DPD;

Pencalonan Peserta Pemilu;

Pemungutan, Penghitungan Suara dan
Rekapitulasi Penghitungan Suara;

Penetapan Hasil dan Pendokumentasian Hasil-
Hasil Pemilu dan Pemilihan;

Pelaporan Dana Kampanye;

PAW Anggota DPRD.

Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

Kebijakan Dalam :

1.
2.

Penyusunan Program dan Anggaran;
Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian
Kepemiluan;

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program
dan Anggaran;

Pemutakhiran dan Pemeliharan Data pemilih;
Sistem Informasi yang Berkaitan dengan
Tahapan Pemilu;

Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan IT;
Pengelolaan Informasi;

Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu
Nasional;

Pengelolaan dan Penyadian Informasi Publik
(PPID).

Divisi Hukum dan Pengawasan

Kebijakan Dalam :

1.

2
3.
4.
5

Pembuatan Rancangan Keputusan;
Telaah dan Advokasi Hukum;
Dokumentasi dan Publikasi Hukum,;
Pengawasan Dan Pengendalian Internal;
Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil
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Pemilu;
6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan
Etik.
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Kebijakan Dalam :
Pemilih, Partisipasi Masyarakat, 1. Sosilalisasi Kepemiluan;

dan SDM Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
Publikasi dan Kehumasan;

Kampanye Pemilu dan Pemilihan;

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;

Kerja Sama Antar Lembaga;

PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota;

Rekrutmen Badan Adhoc;

Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;

Nk wDd

10. Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin
Organisasi;

11. Diklat dan Pengembangan SDM

12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan;

13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.

Dalam rangka memudahkan tugas ke KPU-an selain pembagian tugas perdivisi
sebagaimana dapat dilihat pada struktur organisasi di atas, juga dilakukan
pembagian tugas per wilayah di Kota Sawahlunto yang dapat dilihat pada tabel
berikut :

wuhivimaievene © Desy Fardila, M.Pd (Koordinator)
CEIERNEIEVIES « Rika Arnelia, SH (Wakil)

SUEE R B o Rika Arnelia, SH (Koordinator)

K L h , :
ecamaét:gar embah g Jasmadi, S.IP (Wakil)

Koor%gf;ﬁfagﬂayah e Jasmadi, S.IP (Koordinator)
» Akhaswita, SH (Wakil)

Silungkang

Coochieiaeiboen © Akhaswita, SH (Koordinator)
v Eeiiil e Desy Fardila, M.Pd (Wakil)
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D. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Sistematika penulisan laporan ini terinci sebagai berikut :
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
Menjelaskan latar belakang, tujuan penulisan laporan, tugas dan kewajiban
lembaga, struktur organisasi dan sistematika penulisan, yang merangkum
tentang penjelasan organisasi, dengan aspek strategis organisasi dan
permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
BAB I PERENCANAAN KINERJA
Menguraikan ringkasan/ ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja
tahun yang bersangkutan
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja
sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi.
B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan

organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB IV PENUTUP
Menyimpulkan secara menyeluruh capaian kinerja organisasi dan langkah-
langkah untuk masa tahun yang akan datang untuk meningkatkan kinerja

bagi para pengambil kebijakan.

LAMPIRAN :
Penetapan Kinerja KPU Kota Sawahlunto Tahun 2018
Pengukuran Kinerja KPU Kota Sawahlunto Tahun 2018
Hasil Kinerja KPU Kota Sawahlunto Tahun 2018
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BAB 11
PERENCANAAN KINERJA

A.RENCANA STRATEGIS

KPU Kota Sawahlunto sebagai lembaga yang bersifat hierarkis dalam pelaksanaan
fungsi kelembagaan tidak terlepas dari perencanaan yang ditetapkan oleh KPU RI
yang didasarkan kepada RPJMN 2015-2019.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsinya secara optimal, KPU Kota Sawahlunto telah menerbitkan Keputusan
KPU Kota Sawahlunto Nomor 12/Kpts/KPU/003.435115/2016 tentang Rencana
Strategis KPU Kota Sawahlunto Tahun 2015-2019 dengan berpedoman pada
Keputusan KPU Nomor 51/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis KPU
Tahun 2015-2019 yang didasari pada RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2015-2019, Sasaran utama pembangunan politik
dalam negeri adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi yang diukur
dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 75 pada tahun
2019, tingkat partisipasi politik rakyat sebesar 77,5%, dan terselenggaranya Pemilu
yang aman, adil, dan demokratis pada tahun 2019, yang akan dicapai melalui

sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Menguatnya kelembagaan demokrasi dengan capaian indeks aspek institusi
demokrasi sebesar 71 pada tahun 2019, dan terselenggaranya Pemilu Serentak

Tahun 2019 yang aman, damai, adil, jujur dan demokratis;

2. Terjaminnya kebebasan sipil dan terpenuhinya hak-hak politik rakyat dengan
capaian IDI aspek kebebasan sipil sebesar 87, dan hak-hak politik sebesar 68
pada tahun 2019;

3. Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik

hingga 30%;

4. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, serta

meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik;
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5. Terjaganya stabilitas sosial dan politik yang ditandai dengan berkurangnya

jumlah konflik kekerasan dan menurunya jumlah serangan terorisme di

masyarakat secara berkelanjutan sampai dengan tahun 2019.

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran

pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih

kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang ditempuh dengan

strategi:

a.

Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang
terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang

partisipatif;,

Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih

keras;

Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan

demokratis;
Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;
Fasilitasi peningkatan peran parpol;

Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk

keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;

Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga

pemerintah;

Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat

ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratis;

Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga
penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian,

pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif , dan fasilitasi dialog.
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2. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui

strategi sebagai berikut:

a.

Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran

partai bagi kepentingan pemilu;

Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan
memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai,
pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk

membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi;

Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem

kepartaian, dan sistem presidensial.

3. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat,

dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh

dengan strategi :

a.

c.

f.

Pendidikan politik untuk aparatur negara dan masyarakat di pusat dan

daerah;

Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih dan pengawasan pemilu yang

partisipatif;

Pengaturan dalam UU Partai Politik terkait dengan penyiapan kader politik
perempuan melalui rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi dan pemberian
akses yang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam

politik partainya;

Pendidikan politik bagi kelompok perempuan, politisi perempuan,

penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal/rentan lainnya;
Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal;

Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan di Indonesia.

4. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang

ditempuh dengan strategi:
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a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk
keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi

publik;

b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib
membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai
dengan UU Nomor 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel,

serta dapat dipertanggungjawabkan;

c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan
Publik dalam pengelolaan dan memberikan pelayanan informasi secara

berkualitas;

d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan
partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan
publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan

keputusan;

e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan
kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan

sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;

f. Penguatan media centre, media komunikasi, media publik lainnya,
kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M-Pustika sebagai media

penyebaran informasi publik yang efektif;
g. Kampanye publik terkait reformasi mental;
h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi,

i. Penguatan Goverment Public Relation (GPR) untuk membangun

komunikasi interaktif antar pemerintah dan masyarakat;
j. Fasilitasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi,
k. Penguatan komunikasi Informasi Pusat (KIP)/Provinsi dan Dewan Pers.

5. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan

memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:
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a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat
sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai
pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan

dan pengawasan kebijakan;

b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan
kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai

dengan kebutuhannya;

c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan

nasional melalui berbagai media.

6. Menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab,
memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, yang

akan ditempuh dengan strategi:

a. Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 tahun 2012 tentang

Penanganan Konflik Sosial;

b. Pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan wawasan

kebangsaan dan karakter bangsa;

c. Pembangunan/penguatan pusat pendidikan kebangsaan dan karakter bangsa

yang terintegrasi dan komprehensif.

Terkait dengan kepemiluan tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia dalam
lima tahun ke depan adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih
berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil diselenggarakan secara serentak,
sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2014 yang
mengamanatkan Pelaksanaan Pemilu Serentak pada Tahun 2019. Tantangan ini
hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas
yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat. Selain itu,
melakukan perubahan undang-undang Pemilu yang diharapkan dapat memberikan
pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu. Tantangan lainnya adalah
perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik
pemilih melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas

merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan Pemilu.
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Sebagai lembaga yang bersifat hierarkis KPU Kota Sawahlunto berkewajiban untuk
dapat mencapai sasaran yang ditetapkan oleh KPU. KPU Kota Sawahlunto Tahun
2018 melaksanakan Pilkada serentak “tantangan terbesar adalah untuk
meningkatkan partisipasi politik yang berkualitas” sesuai dengan RPJMN Tahun
2015-2019 dan pada Pemilu 2019 nanti. Sasaran utama pembangunan politik dalam
negeri adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi yang diukur dengan
pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 75 pada tahun 2019,
tingkat partisipasi politik rakyat sebesar 77,5%, dan terselenggaranya pemilu yang

aman, adil, dan demokratis pada tahun 2019.

Untuk menjalankan tantangan terbesar KPU tersebut, KPU Kota Sawahluno
melaksanakan visi dan misi yang ditetapkan oleh KPU RI untuk mencapai tujuan dan

sasaran strategis dalam Penyelenggaraan Pemilihan/Pemilu.

1. Visi dan Misi KPU Kota Sawahlunto
Pelaksanaan kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto
mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/
TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun
2015-2019. Dalam peraturan tersebut KPU memiliki visi yang menunjukkan

jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu:

“Menjadi  Penyelenggara  Pemilihan Umum yang Mandiri,
Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER
dan JURDIL”

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi
Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan,
akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif,
efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan
berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai
lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi
Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari

upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di
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bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum
dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA,
yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis
dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara
pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat
brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang
berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas

penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Sebagai lembaga yang berdiri secara hierarkis, visi tersebut memberikan
gambaran dasar pelaksanaan Pemilu yang juga dilakukan oleh KPU Kota
Sawahlunto yaitu : berintegritas, professional, mandiri, untuk terwujudnya

Pemilu yang Luber dan Jurdil.

Untuk mewujudkan visi tersebut KPU telah menetapkan misi yang dapat

dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien,
transparan, akuntabel, serta aksesibel;

2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme
penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct
penyelenggara Pemilu;

3. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum,
progesif, dan partisipatif;

4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku
kepentingan;

5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih
berdaulat Negara kuat; dan

6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam

penyelenggaraan Pemilu.
2. Tujuan dan sasaran strategis

Sebagai lembaga yang berdiri secara hierarkis tujuan yang ingin dicapai oleh

KPU Kota Sawahlunto adalah tujuan yang ditetapkan oleh KPU. Dalam
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mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak

dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

a. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi,
kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;

b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.;

c. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam

pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Seperti yang diketahui bersama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang
disahkan dan diundangkan pada bulan Agustus 2017 membawa dampak
perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu,

khususnya KPU, dan terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Perubahan signifikan terhadap lembaga KPU diantaranya adalah sebagai
berikut

“desain penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan secara serentak atau bersamaan
dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Pengaturan keserentakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden yang akan diselenggarakan pada Tahun 2019 akan menjadi
sejarah yang pertama kali bagi bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan

Pemilu nasional serentak”

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan tersebut sasaran strategis Komisi
Pemilihan Umum yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 —

2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu dengan indikator
kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
a. Persentase pemilih dalam pemilu;

b. Persentase pemilih perempuan dalam pemilu;
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c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang
menggunakan hak pilih;

d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam
daftar pemilih;

e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan
dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari
pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.

2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja
sasaran strategis sebagai berikut :

a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organic kesekretariatan
KPU;

b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu;

d. Opini BPK atas LHP;

e. Persentase ketepatan waktu dalam verfikasi pencalonan Presiden dan
Wakil presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota.

3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja
sasaran strategis sebagai berikut :

a. Persentase pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;

b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Untuk penyelenggaraan visi dan misi di atas dan untuk mencapai sasaran strategis
KPU lima tahun ke depan (2015 s/d 2019) KPU telah menetapkan program
penguatan kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik serta program
dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Tahun 2018.
KPU Kota Sawahlunto pada tahun 2018 melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah

serentak.

Berdasarkan program di atas dan dalam melaksanakan fungsi sebagai penyelenggara
Pemilihan Kepala Daerah Seretak Tahun 2018, KPU Kota Sawahlunto menetapkan
penetapan Kinerja tahun 2018. Penetapan Kinerja selaku tekad dan janji rencana

kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2018 dapat dijabarkan sebagai berikut :
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No. Sasaran/Indikator Kinerja Target
1 | Meningkatnya Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu/Pemilihan
Persentase Pemilih yang menggunakan hak pilih 80%
Persentase pemilih perempuan yang menggunakan hak pilih 80%

2 | Terlindungi hak masyarakt untuk menggunakan hak pilihnya

Persentase penduduk yang mempunyai hak untuk memilih tetapi | 0.15%

tidak terdaftar dalm DPT

3 | Terwuyjudnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang

profesional, berintegrasi, dan akuntabel

Persentase gugatan hukum yang berkaitan dengan pemilihan yang | 50%

dimenangkan

4 | Meningkatnya efektifitas pengadaan distribusi perlengkapan

pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan

Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan | 96.18%
suara dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum

hari pemungutan suar tepat jumlah, jenis dan kualitas

5 | Meningkatnya kinerja manajemen internal dalam mendukung
keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU
Opini BPK atas laporan keuangan KPU WTP

Jumlah Keputusan KPU yang diterbitkan 75 buah
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja yang ditetapkan oleh KPU Kota Sawahlunto merupakan suatu

proses kegiatan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Penetapan kinerja dilakukan pengukuran melalui indikator kinerja sehingga

melahirkan capaian kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kinerja
0 .
Sasaran/Indikator Kinerja Target | Realisasi A)‘ Kategori
Capaian
@) 0) (3) ) )

Meningkatnya Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu/Pemilihan

Persentase Pemilih yang menggunakan | 80% 77.82% | 97.275% | Berhasil

hak pilih
Persentase pemilih perempuan yang | 80% 80.8% 101% Sangat
menggunakan hak pilih Berhasil

Terlindungi hak masyarakt untuk menggunakan hak pilihnya

Persentase penduduk yang mempunyai | 0.15% | 0.85 % Tidak
hak untuk memilih tetapi tidak terdaftar Berhasil
dalam DPT

Terwujudnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang profesional, berintegrasi, dan
akuntabel

Persentase = gugatan  hukum  yang | 50% 0% Sangat
berkaitan dengan pemilihan  yang Berhasil
dimenangkan

OMeningkatnya efektifitas pengadaan distribusi perlengkapan pemungutan dan
penghitungan suara Pemilihan

Persentase KPPS yang telah menerima | 96.18% | 100% | 103.97% | Sangat
perlengkapan pemungutan suara dan Berhasil
penghitungan suara paling lambat 1 (satu)
hari sebelum hari pemungutan suara tepat
jumlah, jenis dan kualitas

Page 24 of 56



Januari 28, 2019 LAPORAN KINERJA KPU KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018

Indikator Kinerja Kinerja

0 0
Sasaran/Indikator Kinerja Target | Realisasi A). Kategori
Capaian
(1) 2 3) 4 6]

Meningkatnya kinerja manajemen internal dalam mendukung keberhasilan
pelaksanaan tugas dan fungsi KPU

Opini BPK atas laporan keuangan KPU WTP - - -

Jumlah Keputusan KPU yang diterbitkan | 75 Kep | 151 Kep | 201% Sangat
Berhasil

Berhasil atau tidak berhasilnya pencapaian indikator kinerja di atas, diperoleh dari
skala ordinal dengan kelompok/ klasifikasi ukuran capaian kinerja sebagai berikut

Skala Kategori Penilaian :

No. Rentang Nilai Kategori Keterangan

1 > 100 Sangat Berhasil ~ Kegiatan yang dilaksanakan telah
melampaui target indikator kinerja

2 91 -100 Berhasil Kegiatan yang dilaksanakan telah
mencapai target indikator kinerja

3 71 -90 Cukup Berhasil  Kegiatan yang dilaksanakan telah
mendekati target indikator kinerja

4 51-70 Kurang Berhasil Kegiatan yang dilaksanakan tidak
sesuai dengan target indikator
kinerja

5 0-50 Tidak Berhasil =~ Kegiatan yang dilaksanakan sangat
tidak sesuai dengan target indikator
kinerja

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

KPU secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan
pada tahun 2017. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2017 dapat

dijelaskan sebagai berikut :
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Tingkat partisipasi pemilih yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan
penyelenggaraan Pemilu seperti yang tertuang dalam Buku II RPJMN 2015-2019,
dan sebagai titik ukur peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
KPU Kota Sawahlunto pada tahun 2018 termasuk salah satu penyelenggara
Pemilihan serentak Tahun 2018 yang diselenggarakan di 171 daerah, meliputi 7
Provinsi, 39 Kota, dan 115 Kabupaten.

Pengukuran kinerja tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan dapat

dijelaskan sebagai berikut :

No. Kegiatan Target Realisasi % Kategori
Capaian
1. Persentase Pemilih yang 80% 77.82% 97.275%  Berhasil

menggunakan hak pilih

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Partisipasi
Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan adalah persentase Partisipasi Pemilih yang
berpartisipasi pada Pemungutan Suara Pemilihan Tahun 2018 di Kota Sawahlunto.
Cara pengukurannya dengan mengetahui Persentase Rata-rata Pengguna Hak Pilih

berdasarkan Jumlah Pemilih dalam Pemungutan Suara Pemilihan.

Esensi Pemilihan yang demokratis adalah ketika setiap warga negara bebas memilih
maupun dipilih dan berpartisipasi dalam proses permilihan. Partisipasi pemilih yang
dimaksud dimaknai sebagai peran serta masyarakat dalam menggunakan hak
pilihnya pada Pemilihan. Bertolak dari paham kedaulatan ada di tangan rakyat
maka partisipasi pemilih menjadi komponen utama bagi suksesnya

penyelenggaraan Pemilihan.

Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator kunci untuk mengukur ke-
berhasilan pelaksanaan suatu penyelenggaraan pemilihan. Semakin tinggi
partisipasi menandakan bahwa rakyat mengikuti, memahami, dan melibatkan diri
dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, partisipasi yang rendah menjadi penanda
bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan

kenegaraan. Disamping itu, semakin tinggi angka partisipasi pemilih dalam suatu
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penyelenggaraan pemilihan maka Pemilihan tersebut memiliki tingkat legitimasi

yang baik dan penyelenggara pemilu dianggap berhasil begitupun sebaliknya.

Pemilih merupakan aktor utama dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang
demokratis. Partisipasi pemilih menjadi bagian integral dari upaya menciptakan
demokrasi elektoral yang berintegritas. Pemilu sebagai instrumen utama demokrasi
menjembatani suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk memberikan mandat
kepada seseorang sebagai wakilnya yang akan menjalankan kekuasaan baik di
parlemen maupun pemerintahan. Karenanya, partisipasi pemilih dalam pemilu
berkaitan pula dengan tingkat legitimasi kekuasaan. Atas dasar itu pula sejumlah
lembaga peringkat demokrasi didunia membuat kategorisasi partisipasi secara
kuantitatif berdasarkan tingkat kehadiran pemilih untuk memberikan suara pada

hari pemungutan suara atau voter turnout.

Partisipasi pemilih diukur dari tingkat kehadiran pemilih di TPS pada hari
pemungutan suara. Pengukuran tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan
dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih dengan total
pemilih. Suara tidak sah tetap dihitung sebagai partisipasi pemilih, karena pemilih

telah menggunakan hak suaranya meskipun suaranya tidak sah (invalid vote).

Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilih dapat
terukur dari rata-rata partisipasi pemilih pada Pemilihan 2018 yang didapat dari
data formulir model DBI.

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018, pada tabel di
atas terlihat bahwa tingkat partisipasi pemilih mencapai 77.82%. realisasi ini berada
di bawah target yang ditetapkan oleh KPU Kota Sawahlunto, namun KPU Kota
Sawahlunto masih berada pada tingkat partisipasi pemilih di atas skala nasional

yaitu 77.5%.

Dibandingkan pada tahun 2013 dimana dilaksanakan Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Sawahlunto, pelaksanaan Pemilihan pada tahun 2018 ini

mengalami kenaikan yang dapat dijelaskan pada grafik berikut :

Page 27 of 56



Januari 28,2019 LAPORAN KINERJA KPU KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018
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Posisi partisipasi pemilih sangat baik. Tetapi mengukur kualitas pemilihan dari
sekadar tingkat kehadiran pemilih yang datang ke TPS tidaklah cukup. Motivasi
intelektual pemilih datang ke TPS juga perlu digali untuk mendapatkan gambaran
utuh tentang partisipasi kaitannya dengan upaya KPU dalam melakukan sosialisasi

dan pendidikan pemilih.

Rasionalitas dan kesukarelaan merupakan dua hal yang sangat fundamental dalam
penentuan pilihan. Seorang pemilih, idealnya tidak boleh terdeterminasi dalam
menentukan pilihannya oleh faktor-faktor di luar dirinya. Pemilih rasional adalah
orang yang secara sukarela dan bebas menentukan pilihannya berdasarkan
pertimbangan yang menguntungkan dirinya dan masyarakat dalam jangka panjang.
Mereka memiliki informasi yang memadai dan mampu memperkirakan dampak

yang akan diperoleh atas pilihannya.

KPU melancarkan strategi dalam proses sosialisasi untuk menggenjot angka
partisipasi memilih ini. Pertama, KPU masih melancarkan sosialisasi cara lama
dengan metode tatap muka dan komunikasi massa. KPU bertemu langsung dengan
masyarakat yang sudah berhak memilih dengan memberi informasi tentang
aktivitas pemilih untuk datang ke TPS pada hari pemungutan suara. Kedua, KPU
memanfaatkan kanal media untuk sosialisasi. KPU memasang iklan layanan

masyarakat dengan media baliho, poster, televisi, media cetak, dan elektronik.
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KPU Kota Sawahlunto dalam melaksanakan strategi yang diluncurkan oleh KPU RI
melaksanakan sosialisasi dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih melalui
kunjungan ke sekolah-sekolah, tatap muka dengan pemilih penyandang disabilitas
dan pertemuan dengan lembaga-lembaga/instansi, organisasi dan LSM di Kota

Sawahlunto.

No. Kegiatan Target Realisasi % Kategori
Capaian

2. Persentase pemilih perempuan 80% 80.8% 101% Sangat
yang menggunakan hak pilih Berhasil

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Partisipasi
Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan adalah persentase Partisipasi Pemilih Perempuan
yang berpartisipasi pada Pemungutan Suara Pemilihan. Cara pengukurannya
dengan mengetahui Persentase Rata-rata Pengguna Hak Pilih berdasarkan Jumlah

Pemilih dalam Pemungutan Suara Pemilihan Tahun 2018 di Kota Sawahlunto.

Pemilih yang telah mendapatkan pemberitahuan Pemilu/Pemilihan dipengaruhi

oleh gender, kelompok usia, tingkat pendidikan terakhir, dan jenis pekerjaan.

Pemilih perempuan adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berjenis kelamin
perempuan dan telah memasuki usia untuk memilih atau telah/pernah menikah.
Partisipasi pemilih perempuan dimaknai sebagai peran serta perempuan dalam
menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan. Wujud dari pentingnya
partisipasi pemilih perempuan adalah kebebasan dan persamaan hak perempuan
dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan sebagai indikator mutlak

suatu negara demokratis.

Pentingnya keterlibatan perempuan dalam pemilu sebagai sarana untuk mencapai
agenda dan kepentingan perempuan. Perempuan sangat rentan kehilangan perannya
sebagai subyek dalam pemilu karena sebagian besar perempuan pemilih tidak
memiliki kuasa atas dirinya. Perempuan menjadi kelompok yang rentan
mendapatkan pengaruh yang membuat dirinya tidak otonom dalam menentukan

pilihannya.
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Partisipasi pemilih perempuan pada Pemilihan 2018 dapat diukur dengan cara
membandingkan jumlah pengguna hak pilih perempuan dengan total pemilih
perempuan. Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih perempuan dalam
menggunakan hak pilih dapat terukur dari rata-rata partisipasi pemilih perempuan

pada Pemilihan, yang didapat dari data formulir model DB1.

Dari tabel di atas, dapat dilhat bahwa KPU Kota Sawahlunto sangat berhasil dalam
meningkatkan kepercayaan perempuan untuk ikut serta dalam menentukan pilihan

dalam proses demokrasi.

Pada Tahun 2018 kegiatan pendidikan pemilih berbasis perempuan yang
dilaksanakan oleh KPU Kota Sawahlunto diantaranya pendidikan pemilih dengan
kelompok PKK Kota Sawahlunto, dimana KPU Kota Sawahlunto bersifat aktif
dalam ikut serta pada setiap kegiatan PKK, dan sekaligus melaksanakan sosialisasi

tentang pentingnya menggunakan hak pilih bagi perempuan.

Jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPU Kota yang melaksanakan Pemilihan Tahun
2018 sejumlah 44.592 pemilih dan jumlah DPTb sejumlah 384 pemilih. Dari data
tersebut persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk ke dalam
daftar pemilih sebesar 0,86%. Terhadap realisasi 0,86% tersebut, pemilih yang
terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap tambahan masih tetap memilih, karena surat

suara cadangan adalah 2% dari DPT.

No. Kegiatan Target Realisasi % Kategori
Capaian
1. Persentase = penduduk  yang 0.15%  0.85 % Tidak
mempunyai hak untuk memilih Berhasil

tetapi tidak terdaftar dalam DPT

Meningkatnya persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam
daftar pemilih pada tahun 2018 disebabkan faktor sosial budaya masyarakat. Pola
mobilitas penduduk yang cepat menyebabkan dinamika data kependudukan selalu

fluktuatif. Ditambah dengan rendahnya perhatian masyarakat terhadap administrasi
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kependudukan terutama menyangkut kematian dan perpindahan (mutasi tempat
tinggal).

Kebijakan Daftar Pemilih Tetap tambahan berperan untuk meningkatkan kualitas
daftar pemilih dan meminimalisir kehilangan suara para pemilih. Dalam rangka

meningkatkan kualitas daftar pemilih, tahun 2018 KPU melakukan kegiatan sebagai
berikut :

1. Pengembangan Sistem Informasi Data Pemilih;
2. Pengembangan Server dan Jaringan pendukung system informasi data pemilih;
3. Helpdesk Sistem Informasi Data Pemilih;

4. Forum diskusi online operator sistem informasi data pemilih.

Tercatat dalam Form DB 1 Pemilihan, Pemilih yang tidak terdata dalam DPTb
sebanyak 384 pemilih, namun pada kenyataannya setelah dilakukan pengecekan
hanya 250 pemilih yang tercatat pada form A.Tb. Hal ini disebabkan kurangnya
kemampuan dari KPPS dalam memahami pendataan pemilih DPTb. Jika dianalisa
lebih lanjut :

1. Beberapa pemilih yang telah tercatat dalam DPT namun menggunakan KTP-el
pada hari pemungutan suara dicatat oleh KPPS dalam Form A.Tb yang
menyebabkan pembengkakan jumlah pemilih A.Tb. Pada beberapa kasus juga
ada KPPS yang tidak melakukan pencatatan sama sekali pada Form A.Tb bagi
pemilih yang menggunakan hak pilih menggunakan KTP-el.

2. Terdapat pemilih yang memang diyakini oleh KPPS sudah pindah domisili
secara administrasi kependudukan namun belum mengurus pengurusan KTP-el
namun secara administrasi KK sudah mengantongi KK luar Kota Sawahlunto,
dan pemilih tersebut tentunya tidak dilakukan pencatatan di DPT oleh PPDP
saat melakukan pencoklitan dinilai memang yang bersangkutan telah
mengantongi KK Luar Daerah, namun pada hari pemungutan suara,

menggunakan hak pilih di TPS dengan menggunakan KTP-el.

KPU Kota Sawahlunto melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap pemilih DPTb
ini dengan tujuan untuk dilakukan penginputan ke dalam DPT Pemilu 2019.
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Tercatat pemilih DPTb Pemilihan yang dicatat kedalam DPT Pemilu 2019 hanya
278 pemilih.

Dalam rangka mewujudkan Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil,

salah satu indikator yang digunakan KPU untuk mengukur keberhasilan sasaran
tersebut yaitu dengan mengukur presentase sengketa hukum yang dimenangkan
KPU. Sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang timbul akibat dari gugatan

yang diajukan oleh Peserta Pemilu/Pemilihan, yang terdiri dari:

1. Sengketa antar peserta Pemilu/Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemi-
lu/Pemilihan dengan penyelenggara Pemilu, sebagai akibat dikeluarkannya

Keputusan KPU;

2. Sengketa tata usaha negara, merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata
usaha negara Pemilu/Pemilihan antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilu

sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU;

3. Perselisihan hasil Pemilihan, merupakan perselisihan antara KPU dan peserta

Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

Dalam menghadapi sengketa tersebut, KPU dihadapkan pada beberapa lembaga
yang berwenang menyelesaikan kasus sengketa yaitu Pengadilan Tata Usaha
Negara, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi serta Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bertugas untuk menegakkan kode etik

Penyelenggara Pemilu.

Cara mengukur indikator Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan adalah
dengan membandingkan jumlah sengketa hukum yang dimenangkan dengan jumlah

total sengketa hukum.

No. Kegiatan Target Realisasi % Kategori
Capaian
1. Persentase gugatan hukum yang 50% 0% Sangat
berkaitan dengan pemilihan yang Berhasil
dimenangkan
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KPU Kota Sawahlunto, dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 TA 2018
dan Pemilihan Serentak 2018 menargetkan ada 2 kasus dengan persentase
kemenangan satu diantara dua kasus tersebut sehingga ditargetkan 50% dari kasus
gugatan yang ada. Namun, KPU Kota Sawahlunto tidak menerima gugatan
terhadap penyelenggaraan Pemilu baik terhadap penyelenggaran Pemilu ataupun
Pemilihan. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa KPU Kota Sawahlunto beserta
jajarannya dapat melaksanakan Pemilihan/ Pemilu secara profesional, berintegritas

dan akuntabel.

Berikut capaian kinerja KPU Kota Sawahlunto Tahun 2018 dalam pelaksanaan

distribusi logistik pemilihan :

No. Kegiatan Target Realisasi % Kategori
Capaian

1. Persentase KPPS yang telah 96.18% 100%  103.97% Sangat
menerima perlengkapan Berhasil
pemungutan suara dan
penghitungan  suara  paling
lambat 1 (satu) hari sebelum hari
pemungutan suara tepat jumlah,

jenis dan kualitas

KPU Kota Sawahlunto menargetkan 96,18% dari TPS yang menerima
perlengkapan pemungutan suara secara tepat jumlah, jenis dan waktu. Pada
realisasinya distribusi perlengkapan pemungutan diterima oleh KPPS di TPS secara
tepat jumlah, jenis dan waktu dilihat dari tidak adanya laporan dari KPPS yang

menyatakan kekurangan logistik pada hari pemungutan suara.

Capaian keberhasilan ini tidak lepas dari jerih upaya dan ketelitian KPU Kota
Sawahlunto dalam melakukan pengawasan dimulai semenjak pengadaan,

pengepakan, penyetingan sampai dengan pendistribusian.

Kegiatan pengadaan logistik untuk Pemilihan dilaksanakan dengan mempedomani

jenis, satuan kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan
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Pemilihan. Kegiatan penyediaan perlengkapan tersebut dilakukan dengan prinsip-
prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas dan

efisien.

Logistik yang diadakan oleh penyedia dilakukan pengawasan terhadap proses
pengadaannya untuk menjaga kualitas dari hasilnya. Pejabat/Panitia Penerima
Hasil Pekerjaan di KPU Kota Sawahlunto sebelum menandatangani surat tanda
penerimaan barang terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan terhadap jenis
barang dan jumlah yang dikirim oleh penyedia barang/jasa. Setelah melakukan
pemeriksaan terhadap jenis barang dan jumlah dilanjutkan dengan membuka dan
memeriksa isi dan dicocokan dengan Surat Perintah Penyerahan (SPP)/ surat jalan,

mencatat dan menuangkan kedalam formulir berita acara serah terima.
Barang yang diterima di simpan dalam gudang dan diatur sebagai berikut :

a. Diletakkan sedemikian rupa sehingga mudah dikontrol dan hitung secara
periodik;
b. Disusun berdasarkan jenis barang atau kelompok secara terpisah;

c. Disusun berdasarkan wilayah daerah tujuan dan jarak distribusi;

Setelah barang diterima maka dilakukan kegiatan berikut:
Untuk surat suara dilakukan :
1. Menyortir dan memisahkan surat suara yang baik dan yang rusak;
2. Menuangkan dalam Berita Acara Serah Terima Surat Suara yang diterima, rusak
dan baik;
3. Melipat surat suara yang baik;

4. Menyusun surat suara per TPS;

untuk kelengkapan logistik pemungutan dan penghitungan suara dilakukan :
1) Menyortir alat kelengkapan TPS
2) Menyusun formulir per TPS
3) Menyusun perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara lainnya per
Kecamatan;

4) Menyusun perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara lainnya per PPS

Page 34 of 56



Januari 28, 2019 LAPORAN KINERJA KPU KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018

5) Mengepak logistik per TPS yang dimasukkan dalam kotak suara dan logistik di

luar kotak suara

Perencanaan distribusi logistik Pemilu dilakukan oleh KPU Kota Sawahlunto agar
logistik dapat diterima ditempat tujuan dengan baik, aman, dan cepat dan biaya
yang proporsional.

Perencanaan distribusi Logistik Pemilu dimulai dengan mengumpulkan data-data
untuk menentukan skala prioritas daerah tujuan, penentuan sarana moda angkutan,
target waktu, serta jadwal pelaksanaan.

1. Penentuan Skala Prioritas daerah tujuan

a. Sebelum pelaksanaan pendistribusian logistik, KPU Kota Sawahlunto harus
menentukan skala prioritas daerah tujuan.

b. Skala prioritas pendistribusian logistik ~ Pemilu berdasarkan kondisi
geografis, jarak lokasi, tingkat kesulitan medan, kesulitan sarana
transportasi, waktu tempuh dan tingkat keamanan/ kerawanan daerah tujuan.

2. Penentuan Sarana Moda Angkutan

a. Pelaksanaan pengangkutan dan pendistribusian logistik Pemilu yang berasal
dari Penyedia Barang ke KPU Kota Sawahlunto menggunakan angkutan
darat dan udara.

b. Pendistribusian logistik Pemilu dari KPU Kota Sawahlunto ke PPK, PPS,
dan TPS dilaksanakan dengan menggunakan sarana angkutan darat.

c. Moda Trasportasi darat dengan menggunakan kendaraan roda 4 yaitu Kijang
Pick Up 1 (satu) kendaraan dan Mitsubishi colt Diesel 3 (tiga) kendaraan

3. Waktu Pendistribusian
Pendistribusian logistik dari KPU Kota Sawahlunto ke PPK, PPS, KPPS
dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2018

4. Pelaksanaan Pendistribusian

a. Persiapan

1) Menetapkan rute wilayah distribusi barang-barang logistik Pemilu;

2) Menetapkan moda angkutan yang akan digunakan;

3) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Kepolisian, TNI,
dan Pemerintah daerah,;

4) Menyiapkan berita acara serah terima barang (BAST);
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5) Melakukan pengepakan per jenis barang atau per alokasi logistik untuk

masing-masing tingkatan badan penyelenggara.
b. Pemeriksaan

1) Logistik Pemilu yang akan dikirimkan ke PPK, PPS, dan KPPS terlebih
dahulu diperiksa oleh petugas yang telah ditunjuk oleh KPU Kota
Sawahlunto;

2) Untuk memudahkan pemeriksaan, setelah penyelesaian pengepakan,
logistik Pemilu harus disusun dalam tumpukan / kapling yang akan
diangkut dan dikirimkan ke daerah tujuan;

3) Logistik Pemilu yang akan dikirim, diatur menurut alokasi daerah tujuan
sesuai dengan jadwal waktu pendistribusian berurutan;

4) Jumlah logistik Pemilu yang telah dipak harus sesuai dengan daftar
alokasi;

c. Pendistribusian dari KPU Kota Sawahlunto ke PPS

Untuk distribusi logistik Pemilihan Tahun 2018, KPU Kota Sawahlunto

melaksanakan distribusi logistik secara serentak ke setiap tingkatan,

sebelum pendistribusian dilaksanakan dilakukan pemusnahan surat suara
yang berlebih baik yang baik dan rusak dengan disaksikan oleh Panwaslu
kota Sawahlunto, Kapolres, Dandim dan tim pasangan calon yang diliput
oleh media massa.

Dalam pendistribusiannya dibagi dalam 4 kendaraan yang dalam satu
kendaraan terdiri dari satu kecamatan dan ada yang dua kecamatan.

Pendistribusiannya dimulai dari Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai.

Berikut merupakan alur distribusi logistik KPU Kota Sawahlunto :

Page 36 of 56



Januari 28, 2019 LAPORAN KINERJA KPU KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018

1) (TIM 1) KPU Kota Sawahlunto ke Kecamatan Silungkang,
menggunakan Mobil pick up (Kijang), dengan rute distribusi:

KPU Kota Sawahlunto R — Muara Kalaban e Silungkang Tigo

Taratak

S Kecamatan 5 Bancah
Silungkang

Silungkang Duo femed Silungkang oso

Jumlah logistik yang akan didistribusikan :

‘e Banyak
B k Logistik
Kecamatan/Desa/ Banyak Banyak AiLyak LOBISIE Logistik
No . Luar Kotak g
Kelurahan Kotak Suara | Bilik Suara Untuk PPS
Suara
1 Muara Kalaban 10 30 10 1
2 Silungkang Tigo 6 18 6 1
3 Silungkang Duo 4 12 4 1
4 Silungkang Oso 4 12 4 1
5 Taratak Bancah 2 6 2 1
6 Kecamatan 3 - 1 -
Silungkang
Jumlah 29 78 27 5
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2) (TIM 2) KPU Kota Sawahlunto ke Kecamatan Lembah Segar Mobil

Truk (colt diesel), dengan rute distribusi:

S;(:vghlisa?co —> ROLEREAVETENCL TN — Pasar —> Tanah Lapang
e Kecamatan Lembah Kubang Sirakuk
% _ MUIyo % %
" |
KUbgglgatS;r:‘kUk —> Kubang Tangah |[emd Pasar Kubang —> Lunto Timur

\4

Lunto Barat

Jumlah logistik yang akan didistribusikan :

Banyak
Banyak | Banyak Banyak o
No Keclz';azzﬁesa/ Kotak | Bilik | Logistik Luar | Logistik
" Suara Suara Kotak Suara | Untuk PPS

1 Kubang Utara 4 12 4 1
Sikabu

2 Pasar 3 9 3 1

3 Tanah Lapang 2 6 2 1

4 Air Dingin 2 6 2 1

5 Aur Mulyo 3 9 3 1

6 Kecamatan 3 - 1 -
Lembah Segar

7 Kubang Sirakuk 2 6 2 1
Utara

8 Kubang Sirakuk 2 6 2 1
Selatan

9 Kubang Tangah 4 12 4 1
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Banyak

Banyak | Banyak Banyak

No Keclzzziz;llll/zlesa/ Kotak Bilik Logistik Luar Logistik

Suara Suara Kotak Suara Untuk PPS

10 | Lunto Timur 4 12 4 1

11 | Pasar Kubang 3 9 3 1

12 | Lunto Barat 4 12 4 1
Jumlah 36 99 34 11

3) (TIM 3) KPU Kota Sawahlunto ke Kecamatan Barangin

menggunakan Mobil Truk (colt diesel), dengan rute distribusi:

KPU Kota Kecamatan
_‘> _.>
I

Durian | Durian Il e Lubang Panjang

Saringan —> Lumindai —> -*> Talago Gunung

logistik yang akan didistribusikan :

Kecamatan/ | Banyak | Banyak Banyak Ban.ya.k
No Desa/ Kotak Bilik Logistik Luar Logistik
Kelurahan Suara Suara Kotak Suara Untuk PPS
1 Kecamatan 3 _ 1 i}
Barangin
2 | Santur 5 15 5 1
3 | Durian I 4 12 4 1
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4 | Durian II 4 12 4 1
5 | Lubang 3 9 3 1
Panjang
6 | Saringan 3 9 3 1
7 | Lumindai 6 18 6 1
8 | BBS 2 6 2 1
9 | Talago 4 12 4 1
Gunung
Jumlah 34 93 32 8

8) (TIM 4) KPU Kota Sawahlunto ke Kecamatan Barangin dan Talawi
menggunakan Mobil Truk (colt diesel), dengan rute distribusi :

KPU Kota Sawahlunto B4 Kolok Mudik —_> Kolok Nan Tuo - Talawi Hilir

\4

Kecamatan Talawi Talawi Mudik Bukit Gadang - Kumbayau

Datar Mansiang Batu Tanjung —> Sijantang Koto

Rantih Sikalang
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Jumlah logistik yang akan didistribusikan :

Kecamatan/ | Banyak | Banyak Banyak Fa.nyak
No Desa/ Kotak Bilik Logistik Luar LOngtllf I{ntuk
Kelurahan | Suara Suara Kotak Suara Logistik
1 | Kolok Mudik 2 6 2 1
2 | Kolok Nan 2 6 2 1
Tuo
3 | Talawi Hilir 6 18 6 1
4 | Kecamatan 3 - 1 _
Talawi
5 | Talawi 4 12 4 1
Mudik
6 | Bukit 3 9 3 1
Gadang
7 | Batu Tanjung 4 12 4 1
8 | Kumbayau 3 9 3 1
9 | Tumpuak 4 12 4 1
Tangah
10 | Datar 1 3 1 1
Mansiang
11 | Sijantang 2 6 P 1
Koto
12 | Salak 3 9 3 1
13 | Rantih 2 6 P 1
14 | Sikalang 4 12 4 1
Jumlah 43 120 41 13

Untuk keselamatan dan keamanan logistik Pemilihan Tahun 2018 yang
dikirimkan dari gudang KPU Kota Sawahlunto ke PPS maka dilakukan
pengawalan oleh petugas kepolisian dan pengawasan oleh KPU Kota

Sawahlunto yang di dampingi oleh masing masing PPK.
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Untuk mengetahui perkembangan dan pergerakan disribusi logistic

Pemilihan ke tempat tujuan dilakukan monitoring secara berjenjang dari

KPU Kota Sawahlunto, PPK, PPS sampai dengan KPPS. Kegiatan

monitoring dan pengendalian dilakukan sebagai berikut :

1) Mengadakan, persiapan, penerimaan, sortir dan pelipatan serta
pendistribusian logistik Pemilu serta permasalahan yang terjadi

2) KPU kab/kota meminta laporan penerimaan barang dari PPK diwilayah
kerja

3) PPK melaporkan kendala-kendala yang terjadi dalam penyimpanan
logistik Pemilihan oleh PPS dan pendistribusiannya pada KPPS
sebelum digunakan pada hari pemungutan dan penghitungan suara.

4) KPU Kab/ Kota menyampaikan laporan penerimaan barang,
sebagaimana maksud kepada KPU Prov Sumatera Barat.

5) KPU Kab/ Kota mengolah data dan informasi hasil monitoring melalui
sistem informasi logistik ( SILOG )

6) KPU Kota menganalisis hasil monitoring untuk dijadikan bahan
masukan dalam pengambilan keputusan serta memberikan laporan

monitoring berjenjang

d. Penerimaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu di PPS dan PPK
1) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

a) PPK menerima barang logistik Pemilihan dari KPU Kota
Sawahlunto, meneliti dan mencocokan dari KPU Kota Sawahlunto
dan menandatangani berita acara serah terima (BAST);

b) PPK menitipkan logistik Pemilihan di gudang KPU Kota
Sawahlunto.

c) KPU Kota Sawahlunto menjaga keamanan barang logistik
Pemilihan selama masa penyimpanan di gudang KPU Kota
Sawahlunto dan pada saat pendistribusian ke PPS, yakni tidak
membuka, merusak, dan menghilangkan.

d) KPU Kota Sawahlunto mengirim barang logistik Pemilu kepada
PPK sesuai jadwal serta dibuatkan berita acara serah terima

(BAST);
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e) KPU Kota Sawahlunto mendistribusikan barang logistik dengan
ketentuan :
i.  Mendahulukan daerah yang jauh atau sulit dijangkau
ii. Menggunakan alat transportasi cepat dan aman

f) Menyertakan anggota PPK dan Petugas Keamanan

2) Panitia Pemungutan Suara (PPS)

a) PPS menerima dan menghitung, meneliti, mencocokan dan
menandatangani BAST;

b) PPS menjaga keamanan logistik Pemilihan selama masa
penyimpanan di PPS dan pada saat pendistribusian ke KPPS, yakni
tidak membuka, merusak, atau menghilangkan dan disimpan pada
tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya;

¢) KPU mendistribusikan Logistik di Tingkat KPPS kepada PPS pada
tanggal 26 Juni 2018 disertai Berita acara serah terima (BAST)

d) PPS melaporkan penerimaan dan pendistribusian logistik Pemilihan
kepada PPK;

e) PPS mengirim logistik kepada KPPS sesuai jadwal dan membuat
berita acara serah terima logistic Pemilihan;

f) Langkah-langkah PPS terkait dengan kegiatan menerima dan
pendistribusian logistik Pemilu sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan Kepala Desa/Lurah, Panwaslu
Lapangan dan aparat keamanan untuk pengaman logistik
Pemilihan mulai dari penerimaan, penyimpanan sementara serta
pendistribusian ke KPPS

ii. Menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara
kepada pemilih (Model C6 KPU) paling lambat 3 (tiga) hari

sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

3) Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS)
a) KPPS Menandatangani BAST perlengkapan pemungutan dan
penghitungan suara dari PPS;

b) Melaporkan penerimaan logistik Pemilihan kepada PPS;
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c) Menjaga keamanan logistik Pemilihan selama masa penyimpanan
di TPS, yakni tidak membuka, merusak, atau menghilangkan
(untuk alasan keamanan dapat disimpan pada tempat yang

memadai dan dapat dijamin keamanannya)

KPU Kota Sawahlunto dalam menyelenggarakan Pemilu Tahun 2019 juga
melakukan perencanaan Kegiatan Proses pengeleloan logistik pemilu 2019 di
tingkat KPU Kota Sawahlunto di mulai dari perecanaan kebutuhan dan
penganggaran, pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi logistik pemilu 2019
yang diadakan secara tepat jumlah, tepat jenis , tepat mutu, tepat tempat tujuan dan
tepat waktu, kondisi ini dicapai apabila dikelola secara efektif dan efisien.

Guna menjamin logistik pemilu dikelola sebagaimana dimaksud di atas perlu
perencanaan yang baik seperti penyimpanan, kebutuhan dan penganggaran, dalam
gudang penyimpanan KPU Kota Sawahlunto menyewa Rumah Toko (Ruko)
selama 1 (satu) tahun dan kebutuhan pengadaan logistik KPU Kota Sawahlunto
mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto nomor
148/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/X1/2018 Tentang Kebutuhan dan Spesifikasi
Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi
Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tanggal 13 Nopember 2018 yang mengacu
kepada regulasi yang dikeluarkan oleh KPU RI.

Sepanjang Tahun 2018 KPU Kota Sawahlunto telah menerima logistik Pemilu

Tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut :

No | Perusahaan Logistik SENT | RECEIVE Tanggal
(satuan) (satuan) Penerimaan
1. | PT. Cipta | Bilik Suara 177 177 31 Oktober
Multi  Buana
Perkasa
2. | PT. Karya | Kotak Suara 1044 1044 21 November
Indah
Multiguna
3. | PT. Sigma | Tinta 398 398 28 November
Utama
4. | PT. Temprina | Sampul Pemilu 2019
Media Grafika | dengan rincian :
1. Sampul surat | 1791 1791
suara sah
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No | Perusahaan Logistik SENT | RECEIVE Tanggal
(satuan) (satuan) Penerimaan

2. Sampul surat | 995 995
suara rusak/keliru
coblos

3. Sampul surat | 995 995
suara tidak sah

4. Sampul surat | 995 990
suara tidak
digunakan

5. Sampul C| 199 199
berhologram, C2
dan C5

6. Sampul Cl| 995 993
berhologram

7. Sampul salinan | 199 199
daftar ~ pemilih
dan Daftar hadir

8. Sampul salinan | 199 199
Model C ke PPS 4 Desember

9. Sampul salinan | 199 199 2018
Model C ke
Kab/Kota

10. Sampul  salinan | 995 980
model C1 ke PPS

11. Sampul salinan | 995 990
model Cl1 ke
Kab/Kota

12.  Sampul 185 185
DAA,1  PPWP,
DPD, DPR,
DPRD Prov,
DPRD Kab/Kota
(dalam kotak)

13.  Sampul 37 37
salinan model
DAA, 1 PPWP,
DPD, DPR,
DPRD Prov,
DPRD Kab/Kota
(luar kotak)

14.  Sampul DA 4 4
KPU dan DA.1
PPWP (dalam
kotak)

15. Sampul DA, 16 16
1 DPD, DPR,
DPRD Prov,
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No | Perusahaan Logistik SENT | RECEIVE Tanggal
(satuan) (satuan) Penerimaan

DPRD Kab/Kota
(dalam kotak)

16.  Sampul DA 4 4
dan DA. 1 (luar
kotak)

17. Sampul Surat | 1791 1791
Suara

Penyusunan Bilik Suara berbahan Kardus pada tanggal
31 Oktober 2018 di Gudang KPU Kota Sawahlunto

Penyusunan Logistik Pemilu Tahun 2019 berupa sampul pada
tanggal 4 desember 2018 di Gudang KPU Kota Sawahlunto
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Logistik yang diterima dihitung secara tepat, dan dilakukan penyusunan di Gudang

KPU Kota Sawahlunto dan dilakukan pengawasan setiap harinya untuk menjaga

keberlangsungan sampai digunakannya pada tanggal 17 April 2019 mendatang.

No. Kegiatan Target Realisasi % Kategori
Capaian

1. Opini BPK atas laporan WTP - - -
keuangan KPU

2 Jumlah Keputusan KPU yang 75Kep 151 Kep 201.3%  Sangat
diterbitkan Berhasil

KPU berdasarkan Renstra Tahun 2010-2014 maupun Tahun 2015-2019
menargetkan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan
Pemeriksaan Keuangan (BPK), dimana Opini BPK merupakan pernyataan
profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan
dalam laporan keuangan dengan didasarkan pada 4 kriteria yakni:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;

2. Kecukupan pengungkapan;

3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;

4.

Efektifitas sistem pengedalian intern.

Sehubungan dengan belum adanya pemeriksaan dari BPK atas laporan Keuangan
KPU Kota Sawahlunto terkait penggunaan anggaran APBN untuk Tahun Anggaran
2018, maka realisasi serta persentase capaian belum dapat ditetapkan.

Sepanjang Tahun 2018 KPU Kota Sawahlunto tercatat mengeluarkan Keputusan
sebanyak 151 keputusan. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi
peningkatan yang cukup signifikan hal ini disebabkan KPU Kota Sawahlunto

melaksanakan Pemilihan Serentak Tahun 2018 sejalan dengan itu juga
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menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tahapannya sudah berjalan
semenjak tahun 2017.
Keputusan KPU Kota merupakan pengejawantahan pelaksanaan tugas ke KPU an

yang sifatnya mengikat pada internal KPU Kota sendiri maupun mengikat ke luar.

Keputusan KPU Kota
160 151
140
120
100
80
59 B Keputusan KPU Kota
60 47
40
- 16
: .
2015 2016 2017 2018

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2017
merupakan tahun pemilihan dimana diselenggarakannya Pemilihan Gubernur pada
tahun 2015, Pemilihan Walikota pada tahun 2018 serta penyelenggaraan Pemilihan
Umum Tahun 2019.

. ANGGARAN

Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dijelaskan di atas, KPU Kota
Sawahlunto di dukung oleh anggaran yang terbagi dalam tiga program kegiatan

yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;

2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.

KPU Kota Sawahlunto disokong pagu anggaran sebesar Rp. 16.302.684.721,- yang
bersumber dari APBN sebesar Rp. 8.255.788.721,- dan hibah dalam negeri sebesar
RP. 8.046.813.259,- dari jumlah pagu tersebut pencapaian realisasi keuangan
sebesar 96,83%.
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Berbeda dari tahun sebelumnya terjadi peningkatan pagu anggaran. Pada tahun
2017 pagu anggaran KPU Kota Sawahlunto sebesar Rp. 5.126.863.000,- yang
bersumber dari APBN sebesar Rp. 3.126.863.000,- dan hibah dalam negeri sebesar
RP. 2.000.000.000,- dari jumlah pagu tersebut pencapaian realisasi keuangan
sebesar 96,40%.

Berikut perbandingan keuangan KPU Kota Sawahlunto pada 4 (empat) tahun
terakhir.

Rp18.000.000.000 Rp16.836.419.000
Rp16.302.684.721

Rp16.000.000.000

Rp14.000.000.000

Rp12.000.000.000

Rp10.000.000.000

W Pagu

Rp8.000.000.000 i Realisasi

Rp5.126.863.000

Rp6.000.000.000 Rp4.918.030.310

Rp4.000.000.000 Rp2.517.822.000
Rpl.586.453.000 Rp2.227.250.636
Rp2.000.000.000 -

Rp- -

2015 2016 2017 2018

Pada Tahun 2017 terjadi peningkatan pagu. Peningkatan pagu ini terjadi karena

adanya kegiatan baru yang dilaksanakan berupa :

1. pelaksanaan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto
Tahun 2018;
2. pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden dan Wakil

Presiden Tahun 2019.
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kota Sawahlunto disusun sebagai pelaksanaan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam
pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good
governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran
tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi,
misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang

ditetapkan.

“Laporan kinerja KPU Kota Sawahlunto Tahun 2018
merupakan perwujudan pertanggungjawaban KPU Kota

Sawahlunto terhadap perjanjian kinerja”

Dari 5 (lima) sasaran yang ditetapkan dengan 7 (tujuh) indikator kinerja, KPU
Kota Sawahlunto mencapai 4 (empat) kategori sangat berhasil, 1 (satu) kategori
berhasil, 1 (satu) kategori tidak berhasil, 1 (satu) kategori belum dapat ditetapkan . Hasil
ini secara umum telah memenuhi target yang ditetapkan dan sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan. Namun memang ada beberapa faktor yang perlu ditingkatkan
kedepannya / dibenahi antara lain :
1. Meningkatkan kwalitas sumber daya manusia dalam upaya optimalisasi
kinerja, mentalitas, dan organisasi.
2. Meningkatkan pelayanan prima dalam hal tahapan dan penyelenggaraan
Pemilihan kedepannya.
3. Meningkatkan pemahaman tentang regulasi kepemiluan kepada masyarakat,
peserta Pemilu, dan terhadap penyelenggara Pemilu di semua tingkatan
sehingga aplikasinya dapat diimplementasikan sesuai dengan aturan dan

ketentuan yang berlaku.
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Demikian Laporan Kinerja KPU Kota Sawahlunto sebagai realisasi dari
Program Kerja Tahun 2018, Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kota
Sawahlunto yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari
semua unsur yang terkait, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai
target sesuai program kerja yang telah tersusun. Kami menyadari masih ada beberapa
program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diprogramkan.
Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok menunjukkan angka cukup

memuaskan, sebagaimana uraian dalam laporan ini.

Sawahlunto, 28 Januari 2019

‘Komisi Pemilihan Umum
‘Kota Sawahlunto
Ketua,
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LAMSP I RAN
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LAMP I RAN

A. PENETAPAN KINERJA KPU KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
Persentase pemilih yang
menggunakan hak pilih dalam 80%
1 Meningkatnya partisipasi pemilih pemilihan
dalam pemilu Persentase pemilih perempuan
yang menggunakan hak pilih 80%
dalam pemilihan
Terlindunginya hak masyarakat untuk Persentase Penduduk yang o o
2 menggunakan hak pilihnya mem.pu.nyal hak untuk memilih 0.15%
tetapi tidakterdaftar dalam DPT
Terwujudnya KPU §ebaga1 Persentase gugatan hukum
3 penyelefnggara pc?mllu ya'ng berkaitan dengan pemilihan yang 50%
professional, berintegrasi dan dimenangkan
akuntabel
Persentase KPPS yang telah
menerima perlengkapan
Meningkatnya efektifitas pengadaan pemungutan suara dan
4 | distribusi perlengkapan pemungutan penghitungan suara paling lambat | 96.18%
dan perhitungan suara 1 hari sebelum hari pemungutan
suara tepat jumlah, jenis dan
kualitas
Meningkatnya kinerja manajemen Opini BPK atas laporan keuangan
. WTP
5 internal Qalam mendukung KPU
keberhasilan pelaksanaan tugas dan Jumlah keputusan KPU yang S Sbuah

fungsi KPU

diterbitkan
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B. PENGUKURAN KINERJA KPU KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018

SASARAN TARGE
NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA T PENGUKURAN
1 2 3 4 5
Persentase pemilih yang
menggunakan hak pilih dalam 0
Meningkatnya B 80% Di dasarkan pada
pemilihan
1 | partisipasi pemilih Pemilihan 2013
) Persentase pemilih perempuan
dalam pemilu - sebesar 75.70%
yang menggunakan hak pilih 80%
dalam dalam pemilihan
Jumlah DPTDb2 (63)
‘ ) Pemilihan terakhir
Terlindunginya hak | Persentase penduduk yang o
' . dibagi dengan
masyarakat untuk mempunyai hak untuk memilih ' .
2 o 0.15% Jumlah pemilih
menggunakan hak tetapit idak terdaftar dalam ) .
- pada DPT terakhir
pilihnya DPT o
(43.248) dikali
100%
Terwujudnya KPU
sebagai Ditargetkan 2
penyelenggara Persentase gugatan hokum gugatan pada MK
3 | pemilu yang berkaitan dengan pemilihan 50% dan DKPP dengan
professional, yang dimenangkan kemenangan 1
berintegrasi dan kasus gugatan
akuntabel
Ditargetkan KPPS
Persentase KPPS yang telah yang tidak
Meningkatnya menerima perlengkapan menerima
efektifitas pengadaan | pemungutan suara dan perlengkapan
4 | distribusi penghitungan suara paling 96.18% pemungutan dan
perlengkapan lambat 1 hari sebelum hari perhitungan suara

pemungutan dan

perhitungan suara

pemungutan suara tepat

jumlah, jenis dan kualitas

tidak tepat jumlah,
jenis dan kualitas 5

TPS
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SASARAN TARGE
NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA T PENGUKURAN
1 2 3 4 5
Meningkatnya Opini BPK
WTP

kinerja manajemen ataslaporankeuangan KPU

internal dalam

5 | mendukung
) Jumlah keputusan KPU yang
keberhasilan 75 buah
diterbitkan
pelaksanaan tugas

dan fungsi KPU

C. HASIL KINERJA KPU KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018

Indikator Kinerja Kinerja

0 o
Sasaran/Indikator Kinerja Target | Realisasi A). Kategori
Capaian
O @ | @ | @ [ 06

Meningkatnya Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu/Pemilihan

Persentase Pemilih yang menggunakan | 80% 77.82% | 97.275% | Berhasil
hak pilih
Persentase pemilih perempuan yang | 80% 80.8% 101% Sangat
menggunakan hak pilih Berhasil

Terlindungi hak masyarakt untuk menggunakan hak pilihnya

Persentase penduduk yang mempunyai | 0.15% | 0.85 % Tidak
hak untuk memilih tetapi tidak terdaftar Berhasil
dalam DPT

Terwujudnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang profesional, berintegrasi, dan
akuntabel

Persentase  gugatan  hukum  yang | 50% 0% Sangat
berkaitan dengan pemilihan yang Berhasil
dimenangkan

Meningkatnya efektifitas pengadaan distribusi perlengkapan pemungutan dan
penghitungan suara Pemilihan

Persentase KPPS yang telah menerima | 96.18% | 100% | 103.97% | Sangat
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Indikator Kinerja Kinerja
. S s %0 Kategori
Sasaran/Indikator Kinerja Target | Realisasi .
Capaian

(1) ) 3) 4) (5)
perlengkapan pemungutan suara dan Berhasil
penghitungan suara paling lambat 1 (satu)
hari sebelum hari pemungutan suara tepat
jumlah, jenis dan kualitas
Meningkatnya kinerja manajemen internal dalam mendukung keberhasilan

pelaksanaan tugas dan fungsi KPU

Opini BPK atas laporan keuangan KPU

WTP

Jumlah Keputusan KPU yang diterbitkan

75 Kep

151 Kep

201%

Sangat
Berhasil
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